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RINGKASAN PENELITIAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SURAT HIJAU DI KOTA
SURABAYA ( Agus Sekarmadii, Sri Winarsi, Tahun 2005, 28 halaman)

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan lzin
Pemakaian Tanah (Surat Hijau) dan perlindungan hukum bagi pemegang Surat Hijau di
Kota Surabaya menurut perspektif hukum pertanahan nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penclitian ini adalah pendekatan peraturan
per g-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan mepggunakan kedua mode!
penddkatan tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian mendalam mengenai
peratyran perundang-undangan dibidang hukum agraria khususnya tentang hak
pengglolaan untuk dikaitkan dengan keberadaar surat hijau di Kota Surabaya. Bahan
hukugn yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan
primer berupa Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan
anaannya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah para sarjana,
hasil{hasil penelitian dan jurnal ilmiah khususnya dibidang Hukum Agraria. Bahan
hukun yang telah terkumpul diolah secara kualitatif melalui proses penalaran hukum
yang(logis sistematis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai
pemegang Hak Pengelolaan memiliki wewenang untuk menyerahkan bagian-bagian
tanal] tersebut kepada pihak ketiga. Pemberian Izin Pemakaian Tanah yang didasarkan
pada| Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1997 tidak sesuai atau menyimpang dari
pemikiran dasar atau konsep hukum pertanahan nasional atau agraria. Artinya pemberian
Izin Pemakaian Tanah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengrut konsep - hukum pertanahan nasional, penyerahan penggunaan tanah yang
berstatus Hak Pengelolaan teriebih dahulu harus dilakukan dengan perjanjian tertulis
antarp pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga. Tujuan diadakannya perjanjian
tertulis ini adalah guna mendapatkan hak atas tanah. Sedangkan pemberian Izin
Pemgkaian Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada pihak ketiga tidak didasarkan
pada|perjanjian penyerahan penggunaan tanah schingga Pemerintah Kota Surabaya dapat
melakukan tindakan hukum secara sepihak terhadap pihak ketiga. Pemberian Izin
Pémgkaian Tanah (Surat Hijau) tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak
ketiga terhadap status kepemilikannya.( L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Sumber biaya: DIPA, SK Rektor Nomor: 4683/J03/PP/2005, Tanggal 4 Juli 2005)

Katin Kuner « Purin b éow; hakus Sweat Mr,xu .
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KATA PENGANTAR

Puji syvkur kehadirat Allah SWT karena penelitian yang berjudul Perlindungan
Hukum Bagi Pemegang Surat Hijau Di Kota Surabaya ini telah dapat diselesaikan. .‘
Penyusunan laporan penelitian ini tidak lepas dari bantuan para pihak. Untuk itu kepada
parg pihak yang terkait dalam penyusunan laporan penelitian ini kami sampaikan banyak
teriha kasih. '

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini kurang sempurna. Untuk itu, kami

molion kritik dan saran yng bersifat membangun demi sempurnakan penelitian ini.
Ak

oo od

irnya semoga laporan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat bagi kita semua dan

khutusnya dalam pengembangan Hukum Agraria.

Surabaya, Oktober 2005

Ketua Peneliti,

Agus Sekarmadji, S.H.,M.Ham.
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BAB I
PENDAHULUAN

. |Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai sumber daya aiam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa
kepada Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila kita mengelola
tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran
rakyat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang
Dasar 1945.

Dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah
Belanda dihapuskan dari Bumi Indonesia dan terbentuklah suatu bangsa dan negara
yang berdaulat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya sejak saat itu
terhapus pula segala peraturan hukum kolonial termasuk Hukum Agraria dan
dirombak dan diganti dengan hukum nasional.

Pembangunan dan penguasaan tanah harus merupakan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasar lingkungan hidup yaitu pembangunan secara sadar
dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam
proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan.

Di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan
oahwa “"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dean dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hak
menguasai dari negara bukan berarti tanah itu harus dimiliki oleh negara tetapi
memberikan wewenang kepada negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1960 (LN 1960-104, TLN-2043) tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA diatur mengenai konsep hubungan
antara tanah dengan negara yang sangat berbeda dengan yang diatur dalam Agrarisch
Besluit (Sth.1870 Nomor 118). Agrarisch Besluit ini sebagai pelaksanaan lebil lanjut
{grarisch Wet (Sth. 1870 Nomor 55). Menurut ketentuan Agrarisch Besluit, hubungan
antara negara dengan tanahnya merupakan hubungan kepemilikan. Pola hubungan
semacam ini dilakukan dengan dalam domain verklaring yang pada prinsipnya
MILIK A

DENT

SURABAYA

lUI\’J'\rL-\L'-i} \ AlRLANGOG |
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menyatakan hahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan
menjadi milik negara. Domain verklaring ini terutama ditujukan terhadap tanah-tanah
yang dikuasai oleh hukum adat yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan secara
tertulis. Dengan demikian Pemerintah Hindia Belanda mempunyai alasan yuridis
untuk menguasai dan memiliki tanah-tanah yang berasal dari hukum adat.

Menurut UUPA hubungan negara den tanahnya tidak lagi merupakan
hubungan kepemilikan tetapi merupakan hubungan penguasaan. Pola hubungan
semacam ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
“bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pola hubungan antara negara dengan tanahnya yang bersifat penguasaan ini
memberikan wewenang kepada negara seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
UUPA menyatakan bahwa Hak Menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada
hak bangsa Indonesia atas tanah yang pada hakekatnya merupakan penugasan
pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas
mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh
bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai
pemegang hak dan pengemban amanat tersebut pada tingkatan tertinggi dikuasakan
kepada negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Isi wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana dimuat
dalam pasal 2 ayat (2) UUPA adalah

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan tanah;

b. menentukan den mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan tanah;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-crang dan
perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah.
Tujuan hak menguasai dari negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3)
UUPA yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti
kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
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Peiaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah dapat dikuasakan atau
dilimpahkan kepada daerah-dacrah Swatantra( pemerintah daerah) dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional menurut ketentuan-ketenfuan peraturan pemerintah ( Pasal 2
ayat (4)) UUPA. Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara terse_but dapat
juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara dan perusahaan daerah
dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan (HPL).!
Sedangkan Penjelasan Umum angka II Nomor 2 UUPA menyatakan
........ negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan
hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik,
Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada
sesuatu badan penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk
dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
Khusus mengenai Hak Pengelolaan (HPL), pemegangnya memiliki wewenang
menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga
sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya.
Berkaitan dengan HPL, Pemerintah Kota Surabaya memiliki ratusan ribu
hektar HPL. Dalam hal ini , Pemkot Surabaya sebagai subyek hukum atau pemegang
HPL memiliki wewenang menyerahkan bagian-bagian tanah HPL tersebut kepada
pihak ketiga sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya. Bentuk penyerahan
penggunaan tanah diatas tanah HPL kepada pihak ketiga secara tersirat terdapat
dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah atau Perda Tingkat II Surabaya Nomor 11
Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunana Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan ‘Tanah dan Rumah yang mengatur 2 (dua) macam bentuk penyerahan
penggunaan tanah kepada pihak ketiga yaitu :
|. Menyerahkan penggunaan tanah dengan hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan
(HGB)

2, Menyerahkan penggunaan tanah dengan memberikan Izin Pemakaian Tanah

Khusus mengenai mekanisme penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL

dengan Izin Pemakaian Tanak atau yang lebih dikenal dengan istilah Surat Hijau

! Urig Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah Kencana, Jakarta, 2005, hal. 79.
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kepada pihak ketiga diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya
Nomor | Tahun 1997 tentang [zin Pemakaian Tanah.

| Para pemegang Surat Hijau menghendaki agar hak atas tanahnya dapat ditingkatkan
menjadi Hak Milik atau setidak-tidaknya HGB. Hal itu merupakan fenomena sosial
yang wajar dan lumrah. Namun berdasarkan perspektif hukum perlu dilakukan kajian
normatif, apakah keinginan para pemegang Surat Hijau tersebut dapat diwujudkan
ataukah tidak.

.| Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan permasalahan
yaitu, bagaimana pengaturan Izin Pemakaian Tanah (Surat Hijau) dan

perlindungan hukum bagi pemegang Surat Hijau Di Kota Surabaya menurut
perspektif kukum pertanahan nasional?
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Dasar pemberian hak atas tanah dapat ditelusuri dari sumbernya yaitu Pasal 4 ayat (2)
jo Pasal 16 ayat (1) UUPA. Dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa atas
dasar hak menguasai dari negara sebagaimana diinaksud dalam Pasal 2 ayat (2) .
UUPA ditentukan adanya macam-macam bak atas permukaan bumi,yang disebut
tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak-
hak atas tanah ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan ........ dst. Macam-macam hak atas tanah yang dimaksud adalah
sebagaimana dimuat dalam Pasal 16 ayat(1) UUPA yaitu :

a. Hak Milik
b.
C
d

Hak Guna Usaha

. Hak Guna Bangunan
. Hak Pakai

Hak Sewa

Hak Membuka Tanah

Hak Memungut Hasil Hutan

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan

ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53.

Hak-hak atas tanah tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :
. Hak ates tanah yang bersifat tetap yaitu hak atas tanah yang keberadaannya tetap

diakui dan tidak akan dihapus. Yang termasuk hak atas tanah yang bersifat tetap
ini adalah hak-hak yang disebutkan pada huruf a sampai g.

Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang keberadaanya
pada waktu tertentu akan dihapus, mengingat hak tersebut mengandung unsur
pemerasan. Hak semacam ini dapat dilihat dalam Pasal 53 UUPA yaitu hak usaha
bag: hasil, gadai tanah pertanian, hak menumpang dan hak sewa atas tanah
pertanian.
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Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan
semacam ini akan memberikan peluang bagi munculnya hak atas tanah baru yang
cukup diatur dalam peraturan tersendin tanpa mengubah UUPA.

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa pengertian atau istilah Hak
Pengelolaan (HPL) secara eksplisit tidak tercantum dalam UUPA. Ini berarti,
UUPA tidak mengatur secara tegas kedudukan hukum Hak Pengelolaan. Hanya
dalam Penjelasan Umum 1II angka 2 bahwa negara dapat memberikan tanah
kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukkan dan
keperluannya misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa
(departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi
pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Istilah HPL mulai dimuat secara eksplisit sejak keluarnya Peraturan
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak
Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan
Selanjutnya. Nama HPL berasal dari istilah Bahasa Belanda yaitu beheersrecht
yang diterjemahkan dengan hak penguasaan. Hak penguasaan ini dimiliki oleh
instansi pemerintah, jawatan atau departemen.

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, dinyatakan bahwa HPL adalah hak
menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaan sebagian dilimpahkan
kepada pemegangnya, sehingga dengan demikian HPL bukan hak atas tanah
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 UUPA. HPL merupakan
“cempilan” hak menguasai dari negara. Gempilan atau “sebagian dari suatu
keutuhan” dalam pengertian HPL dapat ditafsirkan bahwa pelaksanaan
kewenangan oleh pemegang HPL bukan berarti menghilangkan kewenangan hak
menguasai dari ncgara yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya kewenangan
pemegang HPL berada di bawah subordinasi (tetap menjadi bagian) dari hak

2Effe

n

—

i Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja
rafindo persada, Jakarta,1994, hal. 311.
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menguasai negara yang dilakukan oleh pemerintah dan karenanya pemegang HPL

tetap harus tunduk pada segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemeriniah.

Menurut Ketentuan Pasal 67 Permen Agraria / Kepala BPN Nomor 9

Tahun 1999, HPL diberikan kepada :

a.

Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah

b. BUMN

c. PT.Persero

d.

e. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah

Badan Otorita dan

HPL merupakan gempilan hak menguasai dari negara maka hanya tanah

negara yang dapat diberikan dengan hak pengelolaan. HPL dapat terjadi melalui 2
macam proses yaitu konversi dari hak yang lama dan penetapan pemerintah.
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BAB 111
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Surat Hijau
b. Untuk mengetahui pengaturan Surat Hijau dan perlindungan hukum bagi

pemegang Surat Hijau di Kota Surabaya dar. kemungkinan peningkatan hak bagi
pemegang Surat Hijau.

2. Manfaat Penelitian

a. Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan agraria berkaitan
dengan penataan HPL.

b. Dapat menemukan permasalahan-permasalahan yuridis dan teknis beserta solusi
yang berkaitan dengan HPL junto Surat Hijau.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Pemilihan metode penclitian ini dibatusi oleh perumusan masalah, obyek
yang diteliti dan tradisi keilmuaan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian
normatif dan didukung aspek empiris. Tumpuan penelitian_ini diawali dengan
identifikasi ketentuan-ketentuan dalam hukum positif di bidang pertanahan yang
secara normatif mengatur tentang Surat Hijau.

Pemilihan pendekatan normatif karena pemberian Surat Hijau dari
Pemerintah Kota Surabaya diatur secara khusus oleh peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan suatu pendekatan dari sudut Hikum Agararia dan
Hukum Administrasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini juga
menggunakan pendekatan historis karena dilakukan dengan mengiventarisasi
hukum positif yang pernah dan masih berlaku dalam proses pemberian Surat
Hijau oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Bahan Hukum

Obyek penelitian yang dimaksud di atas adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum skunder, yang merupakan ciri suatu penelitian hukum normatif, Hal
itu sesuai dengan tugas ilmu hukum dogmatik (normatif) yang melakukan
pengkajian secara deskriptif analitik, yaitu dengan melakukan pemaparan,
penelaahan, pensistematisasian, penginterpretasian dan pengevaluasian hukum
positif yang berlaku, dalam hal ini, bagi Izin Pemakaian Tanah ( Surat Hijau ) di
Kota Surabaya,.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif
adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer
yakni yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ordonasi,
Kenutusan Menteri, Peraturan Menteri dan sebagainya.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
iiteratur atau buku-buku ilmiah hukum yang diterbitkan, karya ilmiah para
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Sanjana, hasil iaporan penelitian, kamus, ensiklopedia, Jjurnal
menyangkut bidang perianahan,
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BABV
HASIL DAN PEMBAHASAN

. | Pengaturan Hak Pengelolaan (HFL)

Dasar pemberian hak dapat ditelusuri dari sumbhemya yaitu Pasal 4 ayat (2) jo Pasal
16 ayat(1) UUPA. Dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa atas dasar hak
menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,yang disebut tanah yang
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum:-Hak-hak atas tanah
jni memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan ........ dst.
Adapun macam-macam hak atas tanah yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat

lam Pasal 16 ayat(1) UUPA yaitu :

. Hak Milik

. Hak Guna Usaha

=

o

. Hak Guna Bangunan
. Hak Pakai

Hak Sewa

Hak Membuka Tanah

Hak Memungut Hasil Hutan

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan

ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagaimana disebutkan dalara Pasal 53.

k.k-hak atas tanah tersebut diatas dapat dikelompokkar. menjadi tiga yaitu :

.| Hak atas tacah yang bersifat tetap yaitu hak atas tanah yang keberadaannya tetap

diakui dan tidak akan dibapus. Yang termasuk hak atas tanah yang bersifat tetap
ini adalah hak-hak yang disebutkan pada huruf a sampai g.

.| Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang keberadaanya

pada waktu tertentu akan dihapus, mengingat hak tersebut mengandung unsur
pemerasan , Hak semacam ini dapat dilihat dalam Pasal 53 UUPA yaitu hak usaha

11
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bagi hasii, gadai tanah pertanian, hak menumpang dan hak sewa atas tanah
pertanian.

Hak atas tanah vang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Pengaturan
semacaimn ini akan memberikan peluang bagi munculnya hak atas tanah baru yang
cukup diatur dalam peraturan tersendiri tanpa mengubah UUPA.

. Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa pengertian atau istilah Hak
Pengelolaan (HPL) secara eksplisit tidak tercantum dalam UUPA. Ini berarti,
UUPA tidak mengatur secara tegas kedudukan hukum Hak Pengelolaan. Hanya
dalam Penjelasan Umum II angka 2 bahwa negara dapat memberikan tanah
kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukkan dan
keperluannya misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunzn atau
Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa
(departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi
pelaksanaan tugasnya masing-masing,

Istilah Hak Pengelolaan (HPL) mulai dimuat secara eksplisit sejak
keluarnya Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang
Kebijaksanaan Selanjutnya. Dalam perkembangannya, Hak pengelolaan semakin
diakui eksistensinya dengan diaturnya hak tersebut dalam berbagai peratutan
perundang-undangan yang setidak-tidaknya menyebut istilah pengeloiaan.
Peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebelum tahun 1996 pada umumnya
menyebutkan bahwa hak pengelolaan merupakan hak atas tanah, sedangkan
peraturan-peraturan yang keluar Tahun 1996 dan sampai pada saat ini
menyebutkan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Padahal antara hak menguasai dari Negara dan hak atas tanah merupakan dua hal
yang berbeda. Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 1 tahun 1977 disebutkan bahwa
pemegang hak pengelolaan dapat memberikan bagian dari tanah hak pengelolaan
kepada pihak ketiga dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah. Meskipun Permendagri Nomor 1 Tahun 1977 tersebut telah dicabut
dengan keluarnya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999

B

_- T YW
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namun substansi dari permendagri tersebut belum ada yang mengganti atau

menrtbah.

Nama Hak Pengelolaan berasal dari istilah Bahasa Belanda yaitu
beheersrecht yang diterjemahkan dengan hak penguasaan. Hak penguasaan ini
dimiliki oleh instansi pemerintah, jawatan atau departemen yang di dalamnya.’

Sebagaimana diketahui bahwa istilah Hak Pengelolaan (HPL) tidak
diketemukan di dalam UUPA. Dari hasil inventarisasi, ditemukan peraturan
perundang-undangan yang menyebutkan istilah Hak Pengelolaan (HPL), sebagai
berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah
Negara

2. Peraturan Menteri Agraraia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan
Konversi Hak Penguasaan Atasa Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan
tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak
Pakai dan Hak Pengelolaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

5. Pecraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-
ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang
daerah Industri Pulau Batam.

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan —
Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan
Perusahaan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara

Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-Bagian Tanah Hak
Pengelolaan .

3 Eﬁ'enfi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja
Grafindo persada, Jakarta,1994, hal. 311.
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9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan
dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah,

12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan
pendayagunaan Tanah Terlantar.

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan. )

15. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 tentang

Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah
Negara.

16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak Atas
Tanah Negara. A

17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan.

18. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997
tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana
(RSS) dan Rumah Sederhana (RS).

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Hak Pengelolaan
adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaan sebagian
dilimpahkan kepada pemegangnya, schingga dengan demikian Hak Pengelolaan
bukan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 UUPA. Hak
Pengelolaan merupakan “gempilan” hak menguasai dari negara. Gempilan atau
sebagian dalain pengertian Hak Pengelolaan dapat ditafsirkan bahwa pelaksanaan
kewenangan oleh pemegang Hak Pengelolaan bukan berarti menghilangkan
k(ewenangan hak menguasai dar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya
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kewenangan pemegang Hak Pengelolaan berada di bawah subordinasi (tetap
menjadi bagian) dari hak menguasai negara yang dilakukan oleh pemerintah dan
karenanya pemegang Hak Pengelolaan tetap harus tunduk pada segala peraturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Ketentuan Pasal 67 Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 9
Tahun 1999, Hak pengelolaan diberikan kepada :
a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah
b. BUMN
c. PT.Persero
d. Badan Otorita dan
e. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah

Seperti diketahui Hak Pengelolaan merupakan gempilan hak menguasai
dari negara maka hanya tanah negara yang dapat diberikan dengan hak
pengelolaan. Hak Pengelolaan dapat terjadi melalui 2 macam proses yaitu konversi
dari hak yang lama dan penetapan pemerintah.

Pemberian Hak Pengelolaan atau hak atas tanah yang lain harus dilakukan
oleh pihak atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Permen Agraria /Kepaia BPN Nomor 3 Tahun 1999 dinyatakan pejabat yang
berwenang adalah Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi atau Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Sebelum berlakunya Permen Agraria
Nomor 3 Tahunl999 ini pelimpahan pemberian hak atas tanah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972  yaitu dilakukan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota sebagai wakil pemerintah. Penunjukan Kepala Kantor
Pertanahan Wilayah Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau
Kota sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah itu patut
dipahami,mengingat BPN adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dan hal ini
dinyatakan secara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005.Didalam ketentuan tersebut dinyatakan
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bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka BPN
menyelenggarakan fungst :
a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya
b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara
makro
Penztapan sistem informasi dibidangnya
d. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi lembaga
profesional/ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya
e. Penetapan kerangka dasar kadastral nasional dan pelaksanaan pengukuran
kerangka dasar kadastral orde I dan I

f. Penetapan standart administrasi pertanahan dan pedoman biaya pelayanan
pertanahan

g. Sedangkan wewenang BPN lainnya adalah :
1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tertentu dibidang pertanahan
2. Merumuskan standart penyediaan,peruntukkan, penggunaan,pemanfaatan
dan pemeliharaan tanah serta pengawasan pelaksanaannya
3. Merumuskan standart tata laksana pelayanan pertanahan, alat bukti
kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah
4. Menetapkan kriteria tata guna tanah dalam rangka perubahan fungsi ruang
kawasan
Berdasarkan fungsi dan wewenang BPN tersebut di atas, jelas bahwa
BPN kepanjangantangan dari pemerintah, yang mempunyai kewenangan
membuat peraturan-peraturan hukum secara nasional dibidang pertanahan dan
tentunya peraturan hukum tersebut wajib ditaati oleh pemegang hak pengelolaan.
Lebih lanjut tentang tatacara pemberian hak pengelolaan diatur dalam Bab
III Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN Nomor 9 Tahun 1999 . Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku.
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Pada prinsipnya mutaus muandis  dengan permohonan pemberian hak
atas tanah, hanya berkaitan dengan alas haknya adalah perjanjian tertulis antara

pemegang hak pengelolaan dengan pihak ke tiga yang isinya memuat*:

Identitas pihak-pihak yang bersangkutan
letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan
jenis penggunaannya

hak atas tanah yang diminta dan jangka waktunya

P

jenis bangunan yang akan didirikan dan ketentua kepemilikannya setelah

jangka waktu haknya berakhir

&

Syarat lain yang dipandang perlu

Pada dasarnya setiap pemberian hak atas tanah negara dikenakan uang
pemasukan kepada negara. Hal ini juga berlaku terhadap Hak Pengelolaan dan ini
merupakan wujud adanya pengakuan (recognitie) atas hak menguasai dari negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUPA.

. | Kewenangan Pemerintah Kota_ (Pemkat) Surabaya Sebagai Pemegang Hak
Pengelolaan Dalam Menyerahkan Pengguuaan Tanah Yang Dikuasainya
Kepada Pihak Ketiga. ‘

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya
terhadap tanah pada masa sekarang ini, seiain juga untuk mendapatkan penambahan
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Kota Surabaya menggunaan
tanah tersebut untuk kepentingan instansinya sendiri, diserahkan penggunaan tanah-

tanah yang dikuasainya itu kepada pihak ketiga dengan tujuan dapat digunakan sesuai

dengan peruntukkan. Dalam memberikan penyerahan penggunaan tanah kepada pihak

ketiga, Pemkot Surabaya membentuk Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah sebagai

bentuk kinerja Pemkot Surabaya dalam hal pengelolaan tanah-tanah yang dikuasai

Pemerintah Kota Surabaya. Pembentukan Dinas ini yang hingga kini diatur didalam

Peraturan Daerah Keta Surabaya Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan,

¢ Gcﬁie Aryuda (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya), makalah Praktek Pemberian Hak atas Tanah
Yang Berasal Dari Tanah Hak Pengelolaan, -lisampaikan pada Seminar yang diadakan Unit Kajian
Hukum Agraria FH Unair, Surabaya 24-07-2004
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ousunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Tanah dan Rumah Kota
Surabaya. .

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor [ 1 Tahun 19935,
tugas pokok Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya meiiput :

n. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain milik atau
yang dikuasai pemerintah daerah untuk kebutuhan pemerintah daerah dan
masyarakat,

b. Mungusahakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan
penguasaan atas tanah, rumah dan bangunan lain yang dikelola oleh pemerintah
daerah termasuk pelepasan, menerima penyerahan, penukaran, penyelesaian
pengajuan hak pengelolaan atas tanah, pemberian ijin, membantu penyelesaian
pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan serta memungut
retribusi dan pungutan lain yang sah atas tanah, rumah dan bangunan lain yang
dipakai oleh pihak ketiga,

¢. Memelihara atau mengawasi tanah, rumah dan bangunan lain, baik yang

dipergunakan pemerintah daerah maupun dipergunakan oleh pihak ketiga.

=1

pidalam tugas pokok Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya di atas,
erdapat ketentuan terkait dengan penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga,
itu penyeiesaian pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan
n pemberian Izin Pemakaian Atas Tanah.

~

Dalam hal ini mekanisme penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga
ojeh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan:

[y

Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan

2! Pemberian [zin Pemakaian Tanah

Untuk mekanisme penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga ini diatur di
d3lam produk hukum dari Pemerintah Kota Surabaya yaitu:®

1] Untuk pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan adalah dengan
Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tata Cara

* Cahy¢ Nugroho, Pemberian 1zin Pemakaian Tanah Oleh Pemerintah Kota Surabaya, Skripsi, Fakultas
Hukum| Universitas Airlangga Surabaya, 2005, hal 43
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iviendapatkan Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah
Kota Surabaya,

2. Sedangkan untuk pemberian izin pemakaian tanah diatur didalam Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan
Tata Cara Penyelesaiannya diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor |
Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah.

Izin Pemakaian Tanah ( Surat Hijau ) sebagai instrumen hukum bagi pihak
ketiga guna memakai atau mempergunakan tanah yang berstatus Hak Pengelolaan
yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pgjabat yang berwenang menerbitkan
Izin Pemakaian Tanah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah
Pemerintah Kota Surabaya yang bertindak atas nama Walikota Surabaya.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perda Tingkat II Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun
1997, terdapat 3 (tiga) jenis Izin Pemakaian Tanah yaitu :

1. Izin Pemakaian Tanah jangka pendek yang berlaku selama 2 tahun

2. Izin Pemakaian Tanah jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun

3. Izin Pemakaian Tanah jangka panjang yang berlaku selama 20 tahun

Penerbitan Izin Pemakaian Tanah terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu

[. Kategori peresmian yaitu penerbitan [zin Pemakaian Tanah yang sebelumnya
tidak pernah diterbitkan izin

2. Kategori perpanjangan yaitu penerbitan Izin Pemakaian Tanah yang baru guna
menggantikan Izin Pemakaian Tanah yang masa berlakunya sudah habis.

3. Kategori perigalihan hak, yaitu penerbitan Izin Pemakaian Tanah yang baru
sebagai akibat terjadinya peralikan hak karena jual beli, hibah atau warisan.
Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Pemakaian Tanah diperlukan sebagai berikut:
Kategori peresmian:

I} Surat penunjukan pemakaian tanah

2| Surat pernyataan kepemilikan bangunan

3] satu (1) lembar foto copy KSK/KTP

4] empat (4) lembar pas foto 3x4

5) satu (1) lembar foto copy PBB

6

| Foto copy hasil penelitian Dinas Tata Kota
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Kategori perpanjangan:
1.

SN STE S I

&

r
i
.

a

T A

Asli Surat Izin Pemakaian Tanah yan3 lama

Asli dan foto copy tanda pembayaran retribusi tahun terakhir
satu (1) lembar foto copy KTP

dua(2) lembar pas foto 3x4

Asli dan foto copy IMB

Asli dan foto copy hasil penelitian Dinas Tata Kota

foto copy PBB

tegori Peralihan Hak:

Asli Izin Pemakaian Tanah

Asli dan foto copy tanda pembayaran retribusi tanah tahun terakhir

satu (1) lembar foto copy KSK/KTP

dua(2) lembar foto 3x4

Asli dan fotocopy IMB

Akta Notaris yang asli

Penctapan waris dari pengadilan negeri/ pengadilan agama, Lurah atau Camat asli

dan fotocopy dilegalisir

8. Asli dan fotocopy hasil penelitian dari Dinas Tata Kota
q
P

Foto copy PBB/SPPT

rosedur atau mekanisme pemberian Izin Pemakaian Tanah baik peresmian,

p%:rpanj angan maixpun peralihan hak pada dasarnya sama yaitu:

Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota Surabaya melalui
Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah

Surat permohonan beserta berkas persyaratan diterima oleh sub bagian Tata
Usaha untuk diperiksa kelengkapan syaratnya

Apabila berkas yang diajukan tidak memenuhi persyaratan maka akan
dikembalikan kepada pemohon dan apabila memenuhi persyaratan maka akan
disampaikan kepada seksi pendataan dan pengadaan untuk diteliti status tanahnya
dan didata dalam peta dasar
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d. Apabila tidak ada permasalahan, kemudian berkas permohonan disampaikan
kepada scksi pengelolaan untuk diberikan gambar situasi serta menetapkan
besarnya retribusi

e. Setelah berkas permohonan dilengkapi dengan gambar situasi dan tanda bukt
nembayaran retribusi, kemudian berkas pemohon tersebut disampaikan kembali
kepada sub bagian tata usaha untuk dibuatkan rancangan surat izin Walikota

f. Setelah rancangan surat izin walikota dibuat, Kepala Dinas Pengelolaan Tanah
dan Rumah menyampaikan kepada sekretaris walikota untuk ditandatangani

g. Setelah rancangan surat izin ditandatangani oleh sekretaris walikota, kutipan Surat
Izin Pemakaian Tanah( Surat Hijau) tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pengclolaan Tanah dan Rumah yang bertindak selaku atas nama Walikota
Surabaya, diberikan kepada sub bagian Tata Usaha untuk diserahkan kepada
pemohon.

. | Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sura( Hijau Di Kota Surabaya Menurut
Perspektif Hukum Pertanahan Nasional

Didalam Pasal 2 Peraturah Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
menyebutkan bahwa bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan yang diberikan kepada
Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi dan atau badan hukwin (milik pemerintah)
untuk pembangunan wilayah permukiman dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan
diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang
bersangkutan untuk diberikan dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak
akai sesuai dengan rencara peruntukan dan penggunaan tanah yang telah
dipersiapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan.

Sedangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
menyatakan bahwa hubungan hukum antara lembaga, instansi, dan atau badan hukum
'milik) pemerintah pemegang Hak Pengelolaan, yang didirikan atau ditunjuk untuk
menyelenggarakan penyediaan tanah untuk berbagai jenis kegiatan yang termasuk
}ialam bidang pembangunan permukiman dalam bentuk perusahaan , dengan tanah

Hak Pengelolaan yang telah diberikan kepadanya, tidak menjadi hapus dengan
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didaitarkannya hak-hak yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam peraturan ini kepada Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Atas dasar ketentuan Pasal 5 tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa hak-hax
yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut adaiah suatu hak yang jangka wakiunya
terbatas. Dengan adanya pembatasan waktu maka apabila jangka waktu yang telah
diberikan kepada pihak ketiga itu telah habis, maka bagian-bagian dari tanah Hak
Pengelolaan tadi akan kembali dibawah kekuasaan pemegang Hak Pengelolaan.
Dengan penafsiran yang demikian maka yang dapat diberikan kepada pihak ketiga
hanyalah dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Pada tanggal 14 Oktiober 1999 telah dikeluarkannya Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dengan keluarnya
beraturan tersebut maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 1 Tahun 1977
entang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian
Tanah Hak Pengelolazin dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah

Hak Pengelolaan serta Pendaftaran dinyatakan tidak berlaku. Walaupun secara tegas

encabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, namun Peraturan
enteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 199Y tersebut tidak mengatur
ntang bagaimana permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas bagian tanah
ak Pengclolaan. Menurut Boedi Harsono, meskipun Peraturan Menteri Dalam
egeri Nowor 1 Tahun 1977 telah dicabut, namun masih dapat dijadikan acuan
arena apa yang diaturnya belum ada peraturan lain yang mengaturnya. Dengan
ikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 9 Tahun
999 justru semakin mengacaukan kita dalam pemahaman mengenai pemberian hak
as bagian tanah Hak Fengelolaan kepada pihak ketiga.

Hal ini nampak dari ketentuan Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa
pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak
aitas tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak

-t

ermasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan.
Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkar; bahwa pemberian hak meliputi
[ak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

T
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Dari Ketentuan kedua pasal tersebut dapat menimbulkan benaf’siran bahwa
pemberian bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga itu dapat diberikan
dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak
Pengelolaan.

Di Kota Surabaya berkaitan dengan Hak Pengelolaan, Pemerintah Kota
Surabaya memberikan kesempatan kepada pihak ketiga baik perorangan maupun
badan hukum untuk menempati atau memakai tanah Hak Pengclolaan melalui ljin
Pemakaian Tanah dengan dibebani kewajiban untuk membayar uang retribusi dalam
langka waktu tertentu. Dasar Izin Pemakaian Tanah yang diberikan kepada pihak
cetign — bukan merupakan pemberian hak atas tanah melainkan hanya sekedar
menempati atau memakai tanah - terdapat dalam Peraturan Daerah Tingkat Il
Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 dan Keputusan Walikotamadya Kepala

Xacrah Tingkat II Surabaya Nomor | Tahun 1998. Apabila dilihat secara cermat

erhadap data-data yang dimuat dalam Dokumen Surat Izin Pemakaian Tanah (Surat
ijau) maka ternyata tidak terdapat data mengznai jenis hak atas tanah yang akan
iperoleh dan dikuasai oieh pihak ketiga. Hal ini jelas membuktikan pihak ketiga
laku pemegang Izin Pemakaian Tanah tidak memperoleh hak atas tanah waiaupun
cara fisik tanah tersebut ditempati atau dipergunakan. Adapun data-data yang

terdapat dalam Dokumen Surat Izin Pemakaian Tanah memuat sebagai berikut:
Nomor diterbitkannya surat izin dari Walikota Surabaya

bl Nama dan alamat pemegang Izin Pemakaian Tanah (pihak ketiga)

c¢| Dasar pemberian izin '

di Letak tanah

e Peruntukan tanah

f] Penggunaan tanah

g| Luas tanah

h

| Masa berlakunya izin

-

Memuat keterangan lain-lain

Tidak diperolehnya hak atas tanah iri membawa implikasi atau dampak
tethadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga, dimana pihak pihak ketiga
dil

—

nadapkan pada posisi yang lemah, sehingga Pemerintah Kota Surabaya seketika
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dapat mencabut Izin Pemakaian Tanah secara sepihak. Meskipun Pemerintah Kota
Surabaya dapat mencabut Izin Pemakaian Tanah secara sepihak, bukan berarti
Pemkot Surabaya bisa melakukan dengan sesuka hatinya, atau dengan kata [ain
Pcmkot Surabaya harus memperhatikan hukum tidak tertulis dalam Hukum
Administrasi, yang lcbih dikenal dengan istilah  Asas-asas Umum Pemerintaban
Yang Baik (AUPB) . Dalam Bahasa Belandua dikenal dengan istilah Algemenc
Beginselen van Behoorlijk Bestuur (aB388B) atau dalam Bahasa Inggris dikenal
dengan istilah The General Principles of Good Administration atau dalam Buhasa
derancis dikenal dengan istilah Les Principes Generaux Du Droit Contumicr Public.
Hakekat dari AUPB adalah norma pemcrintahan dan merupakan hukum tidak tertulis
yang merupakan hasil rechtvinding dan tidak identik dengan hukum adat. Selain itu,
A\UPB lahir dari praktik-praktik penyelenggaraan pemerintah dan putusan
%engadilan. Unsur-unsur AUPB adalah asas pertimbangan, asas kecermatan, asas
kepastian hukum, asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah

ditimbulkan, asas persamaan, asas keseimbangan, asas kewenangan, asas fuir play,

grangan bertindak sewenang-wenang, larangan penyalahgunaan wewenang.

l})ari pernyataan tersebut diatas, AUPB secara komprehensif sebagai berikut :

a AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan
Hukum Administrasi

bl AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pcjabat administrasi dalam menjalankan
fungsinya merupakan alat uji bagi hakim dilingkungan peradilan tata usahz ncgara
dalam menilai tindakan pejabat yang berwujud penetapan atau beschikking dan
sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak nenggugat

c.| Sebagian besar AUPB merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan
dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.

d.| Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan dituangkan
dalam hukum positif.

AUPB di Belanda terdapat dalam yurisprudensi AROB (Peradilan Administrasi
Belanda) sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon,disebutkan unsur-unsur
AUPB adalah :

1. Asas pertimbangan (motivering beginsel)
24
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2. Asas kecermatan (Zorgvuldigheidsbeginsel)

3. Asas kepastian hukum (rechizekerheidbeginsel)

4. Asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah ditimbulkan
(vertrouwenbeginsel of beginsel opgewekte verwachtingen)

Asas persamaan (gelijkheidsbeginsel)

Asas keseimbangan (evenwictheidsbeginsel)

= o w

Asas kewenangan (bevoegdheidsheginsel)

Asas (air play (beginsel van fuirpiuy)

X =

Larangan “detournement de pouvoir” (het verbod van detournement de
pouvoir)
[2. Larangan bertindak sewenang-wenang (et verbod van willekeur)

Pernyataan tersebut di atas apabila dianalisa berdasarkan pendekatan hukum,
penggunaan ljin Pemakaian Tanah bertolak belakang dengan hukum pertanahan
nasional. Penerbitan Ijin Pemakaian Tanah ( yang lebth dikenal dengan istilah Surat
Hijau) tidak sah karena pemberian ijin pemakaian tanah tersebut tidak ada dasar
hukumnya dalam hukum pertanahan nasional. Artinya tindakan penyerahan tanah
Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dengan menggunakan [jin Pemakai Tanah
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan agraria nasional yaitu
Pasal ayat 1 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 1977 jo Pasal 4 ayat (2) Permen
Agraria /Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.

Aralisis pendekatan hukum terhadap pihak ketiga yang dalam menggunakan
tanah Hak Pengelolaan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan konsep perlindungan
hukum bagi rakyat atas penggunaan kekuasaan, sangat nampak bahwa pemberian
zin Pemakaian Tanah atau Surat Hijau tidak cukup memberikan perlindungan hukum
khususnya perlindungan hukum secara preventif terhadap pemegangnya.

Secara teoritik perlindungan hukum adalah suatu konsep perlindungan hukum
yang diberikan kepada individu atau masyarakat berkaitan dengan tindakan penguasa
dtau pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-

enang. Hal ini bisa dijelaskan dalam bagan dibawah ini®:

% philjpus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia

AdmiTisIrarivc Law), Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 2001, hal 28
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sturen

pemerintah [ perlindungan hukum rakyat

peranserta

Pada skema diatas nampak jelas bahwa penggunaan kekuasaan pcmerintahan
merupakan bagian utama yang menjadi obyel: studi Hukum Administrasi, namua
disisi lain yang tidak boleh dilupakan adalah persoalan partisipasi rakyat
disamping perlindungan hukum. Dalam hal ini jelas bahwa penggunaan
kekuasaan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari persoalan bagaimana rakyat
memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini perlu diperoleh kepastian bahwa
penggunaan kekuasaan oleh pemerintah  telah  ditetapkan batas-batasnya.
Demikian juga , jika terjadi pelanggaran atas batas-batas yang ditetapkan , maka
ada upaya hukum bagi rakyat untuk mempertahankan pelanggaran hak tersebut.
Disisi lain, keikutsertaan rakyat dalam proses, pelaksanaan dan pengawasan
penggunaan kekuasaan oleh pemerintah akan memberikan kontribusi yang
penting dalam upaya mendemokratisasikan penggunaan kekuasaan. Bentuk upaya
hukum dalam hubungannya dengan demokratisasi pengambilan keputusan
dijelaskan oleh Philipus M. Hudjon sebagai berikut : dalam konsep demokrasi
rakyat mempunyai hak untuk ikut memutus (medebeslissingsrecht) dalam proses
pengambilan keputusan pemerintahan (besluitvormingsproces). Pelaksanaan
keikutsertaan rakyat disini hanya bisa terjadi jika ada keterbukaan pemerintah.
Dalam hal pembuatan keputusan pemerintah, maka harus ada keterbukaan
prosedur. Keterbukaan prosedur memungkinkan masyarakat untuk :

1. meeweten (ikut mengetahui);

2. meedenken (ikut memikirkan)-meespreken (bermusyawarah);
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3. meebeslissen  (ikut  memutus dalam rangka pelaksanaan  hak
medebeslissingsrecht-hak untuk ikut memutus)’

Upaya hukum disatu sisi berhubungan dengan persoalan perlindungan hukum
bagi rakyat atas penggunaan kekuasaan olech pemerintah. Persoalan hukum bagi
rakyat ini, Philipus M. Hadjon mengemukakan dua (2) konsep perlindungan hukum,
vaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara
represif.” Dalam dekade saat ini, wacananya lebih dikenal dengan perlindungan
hukum sccara non yudiciil dan pcrlindunganA hukum sccara yudiciil. Perlindungan
hukum secara preventif atau non yudiciil adalah perlindungan hukum yang bertujuan
untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini bisa diwujudkan dalam
bentuk pemberian hak kepada rakyat atau warga untuk mengajukan keberatan
(inspraak) atau memberikan pendapat terhadap keputusan pemerintah sebelum
keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Dalam pemikiran Stelinga upaya
hukum seperti ini disebut alat hukum biasa (gewoon rechtsmiddel). Perlindungan
nukum secara represif atau yudiciil adalah pertindungan hukum yang bertujuan untuk

menyelesaikan sengketa. Sarana -yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan

scngketa ini dalam sistem hukum kita terdapat dua(2) jalur, yaitu melalui Peradilan

Jmum dan Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Militer khusus untuk menangani

keputusan tata usaha negara militer). Memperhatikan instrumen yang dimungkinkan

dalam upaya memperoleh perlindungan hukum tersebut, dalam konsep Stelingu

iscbut scbagai upaya hukum dalam bentuk alat hukum "fuar biasa™ (buitengewoon
echismiddel)

Apabila Surat Hijau di Kota Surabaya dikaitkan dengan konsep perlindungan
ukum, disitu nampak jelas bahwa pemberian [jin Pemakai Tanah (Surat Hijau) tidak

dqukup memberikan perlindungan hukum bagi warga Surabaya khususnya
perlindungan hukum secara preventif. Iial ini dikarenakan rakyat atau warga

khususnya pemegang Ijin Pemakaian Tanah tidak diberikan kesempatan untuk

7 phil

Surab

8phili

ya, Pidato limiah ,Lustrum UBHARA, Surabaya,hal 8

ipus M. Hadjon, Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis,
us M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina [tmu, Surabaya, 1987, hal .
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mengajukan keberatan atau memberikan pendapatnya apabila Ijin Pemakaian Tanah
fersebut dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum secara represif, yang menjadi
persoalan adalah didalam praktek menunjukkan penyelesaian sengketa pertanahan
nelalui jalur peradilan baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara ada
Ainggapan dari masyarakat bahwa mekanisme peradilan sangat lama, berbelit-belit,
piaya mabhal, tidak transparan dan hasil kurang memuaskan. Dengan demikian, bisa
saja Pemerintah Kota Surabaya mengabaikan status kepemilikan bangunan yang
Himiliki olch pihak ketiga selaku pemegang ijin dan hal ini menyimpang dari asas
pemisahan yang dianut UUPA. Dengan deémikian pemilik bangunan yang berdiri
liatas Hak Pengelolaan dengan menggunakan ljin Pemakaian Tanah (Surat Hijau)
idak cukup memberikan perlindungan hukum khususnya perlindungan terhadap
pangunan untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dicabutnya ljin

emakaian Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya.
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BAB VI
KESIMPULAN

impulan

egang Hak Pengelolaan (HPL) dapat menggunakar dan memanfaatkan tanahnya
untuk keperluannya sendiri maupun diserahkan bagian-bagian tertentu kepada pihak
pa dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Pihak ketiga dapat melakukan perjanjian

pan  pemegang Hak Pengelolaan yang selanjutnya dapat memohon Hak Guna

Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) selama Jangka waktu tertentu diatas tanah Hak

Pen
hak
notd
olch
berd
hija

%elolaan (HPL). Namun ,apabila pihak ketiga tidak berkehendak untuk mendapatkan
atas tanah diatas tanah Hak Pengelolaan hanya didasarkan kepada akta perjanjian
riil mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut, Bangunan yang didirikan
pihak ketiga diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) adalah milik pihak ketiga sendiri
asarkan asas pemisahan horisontal. Namun pemberian [jin Pemakaian Tanah (surat
1) tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.
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